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ATBSTRAK

Lahimya Undang-Undanpg MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerniniohon Daerh
merupakan suatu Kemajuan yang dicapai bangss Indonesia dalam bidang hukum terutama
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Dzerah. Sejalan dengan pengembangan sarana
demokrasi kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undanp-Undang Dasar Megaro
Republik [ndonesia Tahun 1945, dimana Kepala Daerah dan wakil Kepala Dacrah dipilib
secara langsung oleh rakyol yasg dilaksanakan secars demokratis berdasarkan asas
langsung, wnwm, bebas, rahasiz, jujur dan adil.

Dari hal terscbut diatas, penulis ingin melihat pelaksanasn pemiliban Kepala [Dacrah
dan Wakil Kepala Deernh Kabupaten Kepulovan Mentawai. Adapun permasalahan vang
penulis teliti adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan pemiliban Kepala Daersh dan
Wakil Kepala Dagrah dan hambatan-hambatan vang dibadapi dalam pelaksanasn Pilkada
serta idealnva pemilihan Kepala Dacrah, Dalam penulizan skripsi ind, penulis mengunakan
metode penulisan yuridis sosiologis yailu metode yang mengacu pade kepdoan vang
sebenamya di lapangan dengan mengacu pada teori-teori serta referensi buko yang
berhubungan dengan pelaksanan pemilihan Kepala Daerah,

Setelah penulis melakukan penelitian dan berdsssrkan datz-data vang di peroleh,
penulis berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pemiliban Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Dacrah Kabupalen Kepulavan Mentawas lelah menerapkan dan melaksanakan
seperti yang disebutkan dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dagrah seria aturan lain vang berkaitan dengan pelaksanzan pemilihan
Kepala Daerah.

Walaupun penerapannys sudah sesual dengan Peraturan Perundang-Undingan
namun tetap masih ada hambatan-hambatan yvang dihadap khususnya masa persiopan dian
tahap pelaksanaan Pilkada.
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BAR 1
PENDAHULUAN
A, Latar Belakang
Pada rezim Orde Baru Kepala Dagrah Tingkat | dsanekor oleb Presuden don Kepala

Maerah Tigkat |1 digngkat oleh Menter Dalam Neger atas nama Presiden dan sekurang-
kuranznsa 2] dua celon vang dmjukan berdosarkan pencalonan dan hesil pemilihan Dewan
Perwakilan Rakval Dacrah masmg-masmg. Dalam menetapkan dar dua calen vang digukan,
Preziden dan Menten Dalam Mepen tdak tertkat pada pennpkat dukunegan di Dewan
Ferwakilan Rakvat Dacrah (DPRD), ndak dengan sendirinva doetapkan menjadi Kepala
Daerah karena penempatannyva pade ahap akinr meropakon hsk precogsul Presiden D alem
Pazal 24 Undanp-Undang Nomaor 5 Tahun 1974 tentang Pemerinizh Daerab vanyg pada
pokaknve menpganskon

“Hahwa Wakil Kepala Daerab digpukan Gubernwe atau Bupau kepada pusat (Presuden,

Menten Dalam MNeperi) setelah memperoleh persetujuan Devan Perwakilan Rakval

Daerah, tanpa metalu penulibon, ™

Materi Undang-Unidang. Nod Tahon 1974 memperlihotkon watak kongervanf vang
dapat dicirikan dan pengzunaan asas otonant nvata dan berangpungiaw ab sebasm pengeant
psas vong seluns-luasnyva, adanva kewenangan pusal uniuk menganehal Kepala Daeraby 1anpa
terikat kepada peringkat hasil pemidihan di PRD S Pemilthan sccara demokratis lerhadap
Kepala Duerih dengan menmngat bahwa tugas dan kewepangan DPFRD menurat Undang-
Lindang No.22 Taluon 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR. DPD dan DPRD.
menvatzkan babwa DPRD tdak memiliki tugas dan wewenang untuk menulib Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daarah, Penubthan kepala Daerah  secara lanpsung merupakan pordasi
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menuju lerciptanva checks and daloicey vang efektil erhadap Kepala Daerah ™ Dalam
Undang-lUndang Dasar Mezara Repuhlik Indonesia Tahun 1943 amandemen kedua pada Pasal
I8 avat {(4) mengatakan

Gubernur, Bupall, dan Walikota masmg-masing sebaszm kepala pemenntah daerah
grovinst. kabupaten. dan kota dipilib secara demokrans,

Perubahan Undang-Undang Doasar tarsebut mengalami perubahan bubom kelatanegaraan di
Indenesia vang salah satunva meldhorkan Undange-Umsdang Momos 32 Tahon 2004 t@ntang
Pemerinizhan Daerah Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang tersebat. Pasal 24 disebutkan:

“hahwa setiap daeral harus dipimpin oleh seorang Kepala Daerab. sebalipun daerah
tersebul baru di bentuk akibat pemekaran daerah vang sodah ada sehelummes™

v Sumatera Barat, heberspa kobupaten/Kota hasil pemekarm wilavah lama uoa e
pimput semeniara wakiun oleh pejabal Bupatn dan Wahkota sepert Kabupaten Pasuman Barat
Dharmasrava. Solok Sefatan, dan Partman Terbukanva akses bagi siapapun untuk bisa
menduduki ehi puncak i daerah membuokikan bahwa kehidupan berdemokras di Indonesia
sudah amat majp. Calon Gubermur, Bupat., dan Wahikola vang pada masa berlabonyva UL Mo
3 Tahure 1973 hanva dikonsumsi oleh sebawian eht pelink lokal dilingkar DPRD C
Keterhbatan masvarakal menentuban pemshiban Kepala Daerah langsung menjadi landasan
dazar bagi banpunan demokrasi Bangunan demobkrasi dak akan kokoh manakala kuainas
pertisipas) masvarakat diabarkan. Dalam pelaksanaan penuliban kepala Daerah pada alanan
prakteknva di beberapa  daerah  Kabupaten dan Kota muncul  permasalahan  vang
sesungeuhnya sangal serius berkaitan denpan ketdakpugsan peserta Pilkada, seperte di
Sumatera Barat numeul permasalahan adalah sebagmimana tegady di keta Salok pada tabap
pencalonan. Kota Bukil Tmgg pada tahap pemungutan suara dan Rabupaten Pesisir Selatan

pada tahap pemungutan suara dan tahap pelanikan Bupat terpilih, & mana masyarakal vang
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BAB IV

PENUTUP

A. hesimpnlan
Drart proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daeral dan Wakil Kepala Daetah
Kebupaten Kepulavan Mentawa Tabun 2006 dapat diambil kesimputan sebagar berikut
| Bahwa pefaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauar
Mentawm sudah dilaksanakar sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor

32 Tahon 2004, vaitu melalus tahap persinpan dan tahap pelaksanaan

I-4

Bohwa pelaksanzan Penulihan Bupati dan Wakil Bupali Kabupaten Kepulauan
Mentawal  sudah terdaksana namon masih ada hambatan dan persealan dalam
peloksanaannya seperli geografis Kepulavan Mentawa, sosiahsast dan pendafioran,
pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daesal,  kampanye, logistil dan
keuangan, serid pemungutan dan pechitimgan suara

3 Berdasarkon pelabsangan Pemilihan Bupat dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulanmn
Mamawal sena beberapa hambatan dan kelemahan vang muncul, maka dapat di lihal
ideatnya pemilihan Kepala Dagrah dilaksanakan sesua aturan vang disebuthan dalam

Undang-Undang Namor 32 Tahun 2004 fenlang Pemeriniahan Daerah serta hasil

revist UL Mo, 32 Tahon 2004 tentang Pemenintahan Daerah
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